
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
       NOMOR 88 TAHUN 20232019 

TENTANG 

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF 
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN 

PEMAKAIAN TANAH DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK 

INDONESIA KE-78 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin 
Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi 
Izin Pemakaian Tanah, perlu memberikan pembebasan sanksi 

administratif retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada 
masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, dalam rangka

peringatan hari-hari tertentu, Walikota dapat memberikan
pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi
dan/atau sanksi administratif retribusi yang diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang

Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Izin
Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin

Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia Ke-78.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 
Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 
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7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2021 Nomor 89);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2023 tentang 
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan 

Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2023 Nomor 87). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN 

SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH 
KEPADA MASYARAKAT PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH 

DALAM RANGKA HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK 
INDONESIA KE-78. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Surabaya.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
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6. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah
izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk

untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak
pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur

dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.

7. Retribusi Izin Pemakaian Tanah selanjutnya disebut retribusi
adalah retribusi atas Izin Pemakaian Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1

Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran

Terbatas, Perseroan Komanditer, Peroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau 
ahli waris wajib retribusi. 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 2 

Pemerintah Daerah memberikan pembebasan sanksi 
administratif retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat 

pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam rangka hari 
kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. 

Pasal 3 

Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 diberikan terhadap sanksi administrasi retribusi Izin 
Pemakaian Tanah tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi retribusi Izin 
Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belaku 

mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 
2023. 
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Pasal 5 

Pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi retribusi Izin 
Pemakaian Tanah dapat dilakukan melalui sistem elektronik. 

Pasal 6 

Kepala Badan melaksanakan, mengkoodinasikan, mengevaluasi 
dan melaporkan hasil pelaksanaan pembebasan sanksi 
administrasi retribusi Izin Pemakaian Tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Surabaya.  

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal 16 Agustus 2023 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERY CAHYADI 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  16 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 88 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 

NIP. 197803072005011004 
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